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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat pesat pada saat sekarang 

ini akan tetapi sempat mengalami masa krisis moneter pada tahun 1998, 

namun pada saat itu hanya ada satu jenis usaha yang bertahan lama yaitu usaha 

yang masuk dalam kategori usaha kecil dan menegah. Pada saat ini usaha kecil 

dan menengah telah sangat berkembang dengan sangat pesat dapat dilihat 

dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 

2017 bahwa jumlah UMKM di Indonesia sebesar 62.922.617 usaha 

(Kementerian Koperasi dan UKM yang diolah dari Badan Pusat Statistik) 

Di era yang sudah sangat modern ini diharapkan para UMKM mampu 

untuk bisa memakai dan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam hal ini 

dapat mengoperasikan program pengolah angka. Dan dalam perkembangan 

persaingan usaha para pelaku UMKM juga diharapkan dapat menjadi sebuah 

e-commerce agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. 

Sejak tahun 2008 Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini 

membuat peraturan Undang-Undang mengenai Usaha Kecil dan Menegah 

untuk upaya perlindungan hukum untuk para pengusaha yang bergerak di 

bidang UKM dengan telah disahkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008. 

Dengan sudah adanya landasan hukum yang mengatur mengenai UMKM
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maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membuat suatu standar yang mengatur 

mengenai pelaporan keuangan dari UMKM dengan diterbitkan SAK-EMKM. 

SAK – EMKM ini dibuat agar para pelaku UMKM dalam menyusun Laporan 

Keuangan bisa dengan mudah dan nantinya pada saat mencari penambahan 

modal ke pihak perbankan dapat dengan mudah mendapatkan modal. Setelah 

IAI menerbitkan SAK-EMKM maka kondisi keuangan UMKM telah teratur 

dan dapat diketahu kondisi keuangan mereka. Maka hal ini membuat 

pemerintah Indonesia lewat Direktorat Jendral Pajak juga dalam 

meningkatkan pendapatan Negara disektor perpajakan perlu untuk 

memberikan tarif pengenaan pajak kepada para pelaku UMKM. 

Akhirnya pada tahun 2013 pemerintah Indonesia menerbitkan sebuah 

Peraturan Pemerintah No 46 yang mengatur mengenai besarnya tarif pajak 

yang harus dibayarkan oleh pelaku UMKM. Akan tetapi dalam penerapannya 

ternyata PP No 46 sangat memberatkan para pelaku UMKM yang sebernarnya 

pendapatan mereka tidak sama dengan para pengusaha yang sudah besar 

walaupun tarif yang dipungut adalah tarif final sebesar 1%, namun hal ini bagi 

para pelaku UMKM terasa sagat besar. Pada tahun 2018 pemerintah kembali 

merevisi PP No 46 dengan PP No 23 yang menurunkan tarif dari 1% menjadi 

0,5%. Penurunan tarif ini guna untuk meningkatkan penerimaan pajak dari 

sektor UMKM dan mempercepat pertumbuhan UMKM. 

UMKM Warung Makan Tilla merupakan usaha yang bergerak di 

bidang Home Industri yang beralamatkan di Perumahan Restika Permai, 

Kelurahan kairagi 2, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Warung makan Tilla 
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menurut Undang-kundang No 20 Tahun 2008 termasuk dalam kategori Usaha 

Mikro karena memiliki omzet tidak sampai dengan Rp 300.000.000,-. Warung 

Makan Tilla ini sudah berjalan lama tapi tidak pernah membayar pajak dan 

tidak mengetahui bagaimana cara untuk menghitung pajak, membayar dan 

untuk melaporkannya serta menyadari pentingnya untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakan. Karena pemilik UMKM selama ini menjalankan usaha 

merasa usahanya tidak masuk dalam usaha yang besar sehingga tidak 

dikenakan pajak, walaupun ternyata pemilik UMKM ini sudah memiliki 

NPWP namun berstatus orang pribadi.  

Dengan kondisi seperti ini penulis juga telah menjelaskan kepada 

pemilik UMKM bagaimana pentingnya untuk sadar dalam membayar pajak 

karena pajak kita itu sangat berguna bagi pembangunan Negara ini. Pemilik 

UMKM merespon positif penjelasan yang telah diberikan oleh penulis namun 

pemilik UMKM belum tahu untuk mengitung sampai dengan melaporkan 

pajaknya. 

Kegiatan usaha yang dijlankan oleh pemilik Warung Makan Tilla 

dalam sektor perpajakan tidak pernah membuat pelaporan perpajakannya, hal 

ini berdasarkan dari hasil wawancara penulis bersama dengan pemilik Warung 

Makan Tilla yang selama ini tidak pernah membayar pajak bahkan sampai 

dengan melaporkannya. Dan dalam penelitian ini penulis akan membuat suatu 

desain laporan pajak guna untuk membantu serta memudahkan pemilik 

UMKM Warung Makan Tilla. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat ingin membantu 

UMKM dalam melaporkan pajaknya. Oleh karena itu penulis sangat tertarik 

untuk mengangkat judul “DESAIN LAPORAN PAJAK UMKM 

BERSARKAN PP NO 23 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS 

PEPNGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA WP YANG 

MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU PADA WARUNG 

MAKAN TILLA”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Desain Laporan Pajak UMKM 

Berdasrkan PP No 23 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima 

WP Yang MemilikiPeredaran Bruto Tertentu Pada Warung Makan Tilla?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Desain Laporan Pajak 

UMKM Berdasrkan PP No 23 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang 

Diterima WP Yang MemilikiPeredaran Bruto Tertentu Pada Warung Makan 

Tilla. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk beberapa pihak yakni : 

1. Bagi pemilik UMKM Warung Makan Tilla 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemilik 

usaha agar dapat mengetahui cara untuk pelaporan pajaknya. 
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2. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca 

untuk melakukan penelitian mengenai pelaporan pajak bagi UMKM 

3. Bagi penulis  

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai 

membuat pelaporan pajak bagi UMKM 

4. Bagi Institusi khususnya untuk Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri 

Manado. 

Penelitian ini kiranya dapat menambah literatur yang ada di institusi 

terlebih khusus di Jurusan Akuntansi Prodi D3 Akuntasi Politekik 

Negeri Manado. 

1.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif 

yaitu menggambarkan, menguraikan, menjelaskan suatu praktek perhitungan 

sampai dengan membuat desain pelaporan pajak UMKM berdasarkan PP No 23. 

1.6 Deskripsi Umum Entitas 

A. Sejarah Singkat Entitas 

Pada tahun 2010 ibu Hartin  memulai merintis sebuah usaha warung 

makan dan usaha ini diberi nama dengan Warung Makan Tillla. Pada saat 

didirikan bermula dengan hobi dari ibu Hartin yaitu memasak, saat memulai 

usaha pada tahun 2011. Ibu Hartin sangat membutuhkan modal yang besar 

untuk memulai usaha di bidang kuliner. Akhirnya dengan modal sendiri dan 
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ditambah dengan modal yang dipinjam dari sanak saudara dari ibu Hartin 

usaha Warung Makan yang diimpikan oleh ibu Hartin boleh berdiri.  

Namun usaha ini pada saat pertama berdiri, belum seperti dengan 

keadaan sekarang yang sudah memiliki tempat usaha sendiri. Waktu itu 

tempat usaha dari ibu Hartin masih menyewa tempat di perumahan Restika 

Permai, kemudian di tahun 2011 ibu Hartin memutuskan membeli tempat 

sewa tersebut untuk mengembangkan usaha kuliner. Dana untuk 

pengembangan usaha ini berasal dari pinjaman bank BRI Unit Politeknik. 

Dan hasil pinjaman dari bank BRI tersebut di pakai juga untuk menambah 

keperluan-keperluan yang akan digunakan dalam mengelola warung makan 

Tilla. 

Akhirnya dengan kerja keras serta tekad yang kuat untuk membangun 

usaha kuliner ini menjadi lebih besar sampai dengan sekarang. Namun itu 

semua dicapai tidak dengan mudah tapi dengan penuh perjuangan serta 

usaha pantang menyerah dari Ibu Hartin, sehingga muncullah usaha yang 

bernama Warung Tilla. 

B. Ruang Lingkup Entitas 

Usaha tersebut bergerak di bidang Home Industri Kuliner, dengan 

menyediakan makanan serta menerima pesanan makanan (catering) untuk 

masyarakat sekitarnya. 
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C. Struktur Organisasi Entitas 

Gambar 1.6 Struktur organisasi UMKM Warung Makan Tilla 

 

Sumber : Data Olahan 2019 

Pemilik Warung 
Makan Tilla

Karyawan 1 Karyawan 2
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BAB II 

DESAIN LAPORAN PAJAK UMKM BERDASARKAN PP NO 23 

TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI 

USAHA YANG DITERIMA WP YANG MEMILIKI PEREDARAN 

BRUTO TERTENTU PADA UMKM WARUNG MAKAN TILLA 

2.1 Landasan Teori  

1. UMKM 

a. Definisi UMKM 

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tetang 

UMKM, sebuah usaha yang digolongkan sebagai UMKM adalah 

perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau 

dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan 

pendapatan tertentu. 

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 UMKM dapat dikategorikan 

menjadi 3 jenis kriteria berdasarkan jumlah aset dan omset seperti 

berikut ini: 

a) Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset  ≤ 

Rp 50.000.000 dan omzet ≤ Rp 300.000.000. 

b) Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang
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dimiliki, dikusai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria Rp 50.000.000 < aset ≤ Rp 500.000.000 dan 

Rp 300.000.000 < omzet ≤ Rp 2.500.000.000. 

c) Usaha menegah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikusai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria  Rp 500.000.000 < aset ≤ Rp 2.500.000.000 

dan Rp 2.500.000.000 < omet ≤  Rp 50.000.000.000. 

b. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Tabel 2.1 : Kareakteristik UMKM 

Ukuran Ussaha Karakteristik 

Usaha mikro  Jenis barang/ komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-

waktu dapat berganti. 

 Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-

waktu dapat pindah tempat. 

 Belum melakukan administrasi keuangan yang 

sederhana sekalipun. 

 Tidak memisahkan keuangan keluarga degan 

keuangan usaha. 

 Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki 

jiwa wirausaha yang memadai. 

 Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. 

 Umumnya belum mempunyai akses kepada 

perbankan, tetapi ebagian besar sudah mempunyai 

akses kepada lembaga keuangan non bank. 

 Umumnya tidak memiliki izin usaha atau 

persyaratan legaitas ;ainnya termasuk NPWP. 
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 Misalnya, usaha perdagangan seperti kaki lima dan 

pedagang di pasar. 

Usaha kecil  Jenis barang/ komoditi yang diusahakan umunya 

sudah tetap tidak gampang berubah. 

 Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak 

berpindah-pindah. 

 Umumnya sudah melakukan administrasi keuangan 

walaupun masih sederhana. 

 Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan 

dengan keuangan keluarga. 

 Sudah membuat rencana usaha. 

 Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas 

lainnya termasuk NPWP. 

 Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki 

pengalaman dalam berwirausaha. 

 Sebagaian besar suddah mempunyai akses kepada 

perbankan untuk keperluan untuk keperluan modal. 

 Sebagian besar belum dapat menjalankan 

manajemen usaha dengan baik seperti perencanaan 

bisnis. 

 Misalnya, pedagang di pasar grosir (agen) dan 

pedagang pemngumpul lainnya. 

Usaha menengah  Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik 

dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian 

keuangan, bagian pemesaran, dan bagian produksi. 

 Telah melakukan manajemen keuangan dengan 

menerapkan sistem akuntansi secara teratur 

sehingga memudahkan untuk melakukan audit dan 

penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh 

perbankan. 

 Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan 

organisasi perburuhan. 

 Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin 

tetangga. 

 Sudah memiliki akses terhadap sumber pendanaan 

perbankan. 

 Umumnya telah memiliki sumber daya manusia 

yang terlatih dan terdidik. 

 Misalnya, usaha pertambangan batu gunung untuk 

konstruksi dan marmer buatan. 

    Sumber : Akuntansi UKM (2018 : 11) 

 



11 
 

 

c. Kelebihan UMKM 

Berikut ini kelebihan dari UMKM: 

1) Pemilik memiliki kebebasan untuk bertindak. 

Dalam menjalankan dan mengembangkan UMKM, pemilik 

memiliki kebebasan untuk mengambil segala tindakan (sesuai 

keinginanya) yang sekiranya diyakini dapat memajukan usahanya. 

2) Meningkatkan perubahan struktur ekonomi di daerah tempat 

berdirinya UMKM. 

Keberadaan umkm tetntu dapat meningkatkan perubahan struktur 

ekonomi di daerahnya. Dampak seperti ini sangat dirasakan bangsa 

Indonesia, terutama ketika sedang dilanda krisis moneter. 

3) Meningkatkan kemampuan produktif sumber daya manusia. 

Keberadaan UMKM juga dapat meningkatkan kemampuan 

produktif sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan manusia yang 

menjadi pegawai dilatih untuk bekerja kreatif dan mandiri dalam 

memajukan atau mengembangkan suatu usaha. 

Sumber : Akifa Nayla 2014 

2. Pengertian Pajak 

a. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 

1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-
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undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

b. Pajak menurut Dr Soeparman Soemahamidjaja menyatakan: “Pajak 

adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh 

pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum. 

3. Pajak penghasilan 

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan 

Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghsilan 

yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak 

tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. 

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam 

Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama astu tahun pajak 

atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun 

pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam 

tahun pajak. 

4. Pajak Pengahsilan Pasal 4 ayat (2) 

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan menyebutkan, 

bahwa; atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan 

lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa 
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efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan 

serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajak diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

5. Alasan Perubahan Peraturan Pemerintah No 46 dan menggantikan 

menjadi Peraturan Pemerintah No 23 

Sebelum tarif pajak final yang diatur dalam PP No 23 yaitu 0,5% 

sudah ada PP No 46 yang mengatur penghasilan final yang berasal dari 

peredaran bruto. 

Aturan penurunan tarif PPh Final bagi para pelaku UMKM itu 

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Usaha yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu. Aturan tersebut berlaku efektif mulai 1 Juli 2018. 

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kementerian 

Keuangan, Yon Arsal mengungkapkan, aturan baru ini sebagai pengganti 

atas PP Nomor 46 Tahun 2013. Dia menyebut, dalam perjalanannya 

banyak pelaku UMKM yang keluhkan atas tingginya tarif pajak saat itu. 

"Sejak 2013, diperkenalkan namanya PPh final tarifnya masih 1 

persen. Dalam perjalananannya banyak yang protes 1 persen terlalu besar. 

Sehingga dengan masukan dari berbagai dunia usaha kita turunkan pajak 

dari 1 persen jadi 0,5 persen," ujarnya dalam acara diskusi Forum Merdeka 

Barat, di Gedung Kementerian Informasi dan Informatika, Jakarta, Jumat 

(6/7/2018). 
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Yon Arsal mengatakan, penurunan tarif ini juga dimaksudkan dalam 

mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. 

Sehingga ke depan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam 

melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM. Dengan begitu, diharapkan 

akan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar. 

  Sumber: berita Liputan6.com 

6. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan 

yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Pengenaan pajak 

penghasilan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma 

lima persen). 

1. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak 

Penghasilan yang bersifat final ssebagai berikut: 

a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang 

pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaaan bebas.; 

b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri yang 

pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri; 

c) Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang beersifat 

final dengan ketentuan peraturan prundang-undangan perpajakan 

tersendiri; dan 

d) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 
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2. Yang dimaksud dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas 

dalam ketentuan ini, meliputi: 

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, 

penilai, dan aktuaris;  

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; 

c) Olahragawan; 

d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 

moderator; 

e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f) Agen iklan; 

g) Pengawaws atau pengelola proyek; 

h) Perantara; 

i) Petugas penjaja barang dagangan; 

j) Agen asuransi; dan 

k) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel 

marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan 

jenis lainnya. 

3. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai 

Pajak Penghasilan final merupakan: 

a) Wajib Pajak orang pribadi; dan 
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b) Wajib Pajak badan berbentuk koperas, persekutuan komanditer, 

firma atau perseroan terbatas, 

Yang menerima atau menerima atau memperoleh penghasilan 

dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat 

miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

4. Tidak termasuk Wajib Pajak dengan penganaan pajak final sebagai 

berikut: 

a) Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan 

berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau 

pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

b) Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma 

yang dibentuk oleh beberapa orang pribadi yang memiliki 

keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa 

sehubungan dengan pekerjaan bebas. 

c) Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan 

berdasarkan: 

1) Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang 

perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak 

penghasilan dalm Tahun berjalan beserta perubahan atau 

penggantinya; dan 

3) Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap 
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5. Besarnya peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto 

dalam 1 (satu) Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan 

berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk 

peredaran bruto dari cabang. 

6. Jangka waktu untuk pengenaan Pajak Penghasilan Final bagi Wajib 

Pajak yang menggunakan PP 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

a. Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat 

final yaitu paling lama: 

1) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang Pribadi; 

2) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk 

koperasi, perseketuan firma; dan  

3) 3  (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk 

perseroan terbatas. 

b. Jangka waktu tersebut terhitung sejak: 

1) Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang 

terdaftar sejak berlakunya peraturan ini, atau 

2) Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi wajib 

Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan 

pemerintah ini. 

7. Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan 

merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung 

Pajak Penghasilan yang bersifat final. 
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8. WP yang peredaran brutonya pada Thun Pajak berjalan telah melebihi  

Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas 

penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan dampai 

dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan. 

9. Pajak Penghasilan terutang dilunasi dengan cara: 

a. Disetor sendiri oleh WP  yang memiliki peredaran bruto tertentu 

b. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak 

dalam hal WP bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak 

yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. 

10. Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang wajib dilakukan setiap 

bulan. 

11.  Pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan terutang wajib 

dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak untuk setiap transaksi 

dengan WP yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 

7. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 

Kewajiban Wajib Pajak 

a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 

b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 

c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar 

d) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan dimasukkan 

ke kantor Pelayanan Pajak daalm batas waktu yang telah ditentukan. 

e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan 
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f) Jika diperiksa wajib: 

- Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 

- Memberikan kesempatan atau memasuki tempat atau ruangan 

yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan. 

g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pemncatatan, 

atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat 

oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk 

merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan 

pemeriksaan. 

Hak-hak Wajib Pajak 

a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 

b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 

c) Melakukan pembetukan SPT yang telah dimasukkan. 

d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 

e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran 

pembayaran pajak. 

f) Meminta pengembalian kelebiihan pembayaran pajak. 

g) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, 

serta pembetulan surat keteapan yang salah. 
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h) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban 

pajaknya. 

i) Meminta bukti pemotongan  atau pemungutan pajak. 

j) Mengajukan keberatan dan banding. 

8. Kewajiban pembukuan/pencatatan 

a) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuagan yan 

gmeliputi harta, kewajiban , modal, penghasilan dan biaya, serta 

jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan 

laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

Sedangkan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara 

teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau 

penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak 

yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak 

dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. 

b)  Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib 

menyelenggarakan pembukuan. 

c) Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan 

pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan 

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan netto dan Wajib 

Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas. 

d) Pembukuan atau pencatatan: 

1) Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan 

keadaaan atau kegiatan usaha sebenarnya. 

2) Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf 

latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam 

Bahasa Indonesia atau dlam Bahasa asing yang diizinkan oleh 

Menteri Keuangan \.  

3) Pembukan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan 

stelsel akrual atau stesel kas. Perubahan terhadap metode 

pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan 

dari Direktur Jendral Pajak. 

4) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai 

harta, kewajiban, modal, penghsilan dan biaya, serta penjualan 

dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnyapajak terutang. 

5) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang 

asing selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak 

setelah mendapat izin Menteri Keuangan. 

6) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan 

atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan 
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data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara 

program aplikasi online wajib disimpan selam 10 (sepuluh) 

tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal 

Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib 

Pajak badan. 

e) Sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan 

1) Tidak mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak yang terutang 

diteteapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi berupa 

kenaikan sebesra 100%, dan khusu untuk PPh pasal 29 ditambah 

kenaikan sebesar 50%. 

2) Setiap orang dengan sengaja : 

 Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 

lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau 

tidak menggambarkan keadaan sebernarnya; 

 Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di 

Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan 

buku, catatan, atau dokumen lain; 

 Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen 

lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang 

dikelola secara eloktronik atau diselenggarakan secara 

program aplikasi online di Indonesia. 
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Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan 

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali 

jumlah pajak terutang yang atau kurang dibayar an paling banyak 

4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kuran 

gdibayar. Pidana menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila 

seseorang melakukan lai tindak pidana di bidang perpajakan 

sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani 

pidana penjara yang dijatuhkan. 

9. Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan terdiri dari dua sanksi yaitu sanksi administrasi 

dan sanksi pidana. 

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas 

waktu perpanjangan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagai 

berikut : 

a) SPT Masa PPN   : Rp    500.000 

b) SPT Masa Lainnya   : Rp    100.000 

c) SPT Tahunan PPh WP Badan : Rp 1.000.000 

d) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi : Rp    100.000 

Sanksi berupa bunga Pasal 9 ayat 2(a) SPT Masa : pembayaran atau 

penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran 

atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2% per bulan. Dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai 
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dengan tanggal pembayaran, bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 

bulan. 

Sanksi berupa bunga Pasal 9 ayat 2(b) SPT Tahunan : pembayaran 

atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 

penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% per bulan. Dihitung dari tanggal jatuh tempo penyampaian SPT 

Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, bagian dari bulan dihitung 

penuh 1 (satu) bulan. 

2.2 Praktek Pelaporan Pajak di Warung Makan Tilla 

Warung Makan Tilla sebuah usaha rumah makan yang dalam 

menjalankan usaha selama ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) dengan status Wajib Pajak Oraang Pribadi. Walaupun selama ini 

pemilik UMKM telah memiliki NPWP tapi dalam melakukan kewajiban 

perpajakan pelaku UMKM tidak melaksanakannya dengan baik. 

Selama melaksanakan usaha ini pemilik Warung Makan Tilla ternyata 

tidak mengetahui mengenai kewajiban perpajakannya, karena waktu 

memiliki NPWP ini pemilik hanya membuat NPWP tersebut untuk keperluan 

administrasi dalam melakukan pinjaman di Bank. 

Pemilik Warung Makan Tilla pada saat penulis melakukan 

penelitian telah menjelaskan kewajiban perpajakannya, sehingga pemilik 

Warung Makan juga sudah ingin menjalankan perpajakannya tapi tidak 

tahu untuk menghitung sampai melaporkannya. 
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Berikut ini data penghasilan yang dimiliki oleh Warung Makan Tilla 

selama menjalankan usaha di tahun 2018 yang telah diolah oleh penulis  : 

a) Bulan Januari 

Tabel 2.2 : Pendapatan Bulan Januari 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

b) Bulan Februari 

Tabel 2.3 : Pendapatan Bulan Februari 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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c) Bulan Maret 

Tabel 2.4 : Pendapatan Bulan Maret 

Sumber : Data Olahan 2019 

d) Bulan April 

Tabel 2.5 : Pendapatan Bulan April 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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e) Bulan Mei 

Tabel 2.6 : Pendapatan Bulan Mei 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

f) Bulan Juni 

Tabel 2.7 : Pendapatan bulan Juni 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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g) Bulan Juli 

Tabel 2.8 Pendapatan bulan Juli 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

h) Bulan Agustus 

Tabel 2.9 Pendapatan bulan Agustus 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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i) Bulan September 

Tabel 2.10 : Pendapatan bulan September 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

j) Bulan Oktober 

Tabel 2.11 : Pendapatan bulan Oktober 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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k) Bulan November 

Tabel 2.12 : Pendapatan bulan November 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

l) Bulan Desember 

Tabel 2.13 Pendapatan bulan Desember 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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m) Rekapan Pendapatan Selama Setahun 

        Tabel 2.14 Pendapatan selama setahun 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

2.3 Evaluasi Pelaporan Pajak UMKM 

1. Pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM Warung Makan Tilla 

Warung Makan Tilla merupakan salah satu Wajib Pajak hal itu 

karena pemilik warung Makan Tilla telah memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dan harus memenuhi kewajiban perpajakan. 

Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh UMKM Warung 

Makan Tilla yaitu menghitung, membayar dan melaporkan pajak. UMKM 

Warung Makan Tilla juga merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal 

ini wajib untuk melaporkan pajaknya. UMKM Warung Makan Tilla masuk 

dalam usaha yang mendapatkan fasilitas pengenaasn Pajak Penghasilan 

yang bersifat Final. 
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SPT yang harus dilaporkan oleh Warung Makan Tilla yaitu SPT 

Tahunan sedangkan untuk SPT Bulanan tidak dilaporkan karena Warung 

Makan Tilla menggunakan Pajak Penghasilan Final yaitu PP No 23 yang 

pada saat pembayaran pajak tiap bulan telah maka SPT bulanan telah 

dilaporkan dan hanya berkewajiban melaporkan SPT Tahunan. 

Jika tidak melaporkan kewajiban perpajakan maka UMKM Warung 

Makan Tilla akan dikenai saknsi administrasi beruba denda sebesar              

Rp 100.000 untuk keterlambatan penyampaian pelaporan SPT Tahunan. 

Untuk pembayaran pajak kalau UMKM Warung Makan Tilla tidak 

membayar pajak maka sesuai dengan Undan-Undang Perpajakan dikenai 

sanksi administrasi berupa bunga 2% tiap bulan dari jumlah pajak kurang 

dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran. 

2. Perhitungan Pajak UMKM Warung Makan Tilla dengan Aplikasi 

Microsoft Excel 

1. Membuka aplikasi perhitungan pajak UMKM pada Microsoft Excel 

yang telah didesin oleh penulis 
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Gambar 2.1 : Tampilan Menu Awal 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

2. Klik tombol daftar harga untuk memasukan harga dari menu yang 

dijual, setelah itu klik menu untuk kembali ke tampilan menu awal 

Gambar 2.2 : Tampilan Daftar Harga 

 

Sumber : Data Olahan 2019 

3. Klik tombol harian yang dalam menu awal 

4. Setelah klik tombol harian akan masuk tampilan harian dari bulan 

Januari s/d Desember 
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Gambar 2.3 : Tampilan Menu Rician Pendapatan Harian dari setiap bulan 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

5. Klik tombol harian untuk bulan yang akan di isi penghasilan bruto; 

contoh yang digunakan penghasilan bruto UMKM Warung Makan 

Tilla 

6. Setelah masuk, maka akan muncul daftar rincian transaksi pendapatan 

dari bulan yang telah dipilih kemudian diisi seperti langkah-langkah 

berikut: 

1) Isi hari dan tanggal tiap transaksi 

2) Isi jumlah menu yang terjual sesuai dengan daftar yang ada 

beserta harga jualnya untuk hasilnya otomatis langsung 

terhitung sendiri. 

3) Kolom total akan langsung terlihat jumlah pendapatan dari 

keseluruhan menu 

4) Klik tombol menu untuk kembali 
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Gambar 2.4 : Tampilan Pengisian Pendapatan tiap hari 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

Setelah langkah 1-2 diisi maka hasilnya akan terlihat seperti ini 

Gambar 2.5 : Tampilan Pendapatan tiap hari yang telah di input

 
Sumber : Data Olahan 2019 

7. Klik tombol bulanan yang ada dalam tampilan menu awal 

8. Setelah masuk dalam form bulanan, klik bulan yang akan dilihat 

penghasilan bruto bulanannya 
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Gambar 2.6 : Tampilan Pendaptan Bulanan 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

9. Klik tombol bulan yang akan di lihat hasil bulanan penghasilan bruto; 

contoh yang digunakan penghasilan bruto UMKM Warung Makan 

Tilla bulan januari 

10. Setelah masuk maka penghasilan bruto untuk bulanan akan terlihat 

karena telah terotomatisasi seperti tampilan dibawah ini, setelah itu klik 

tombol menu untuk keluar. 
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Gambar 2.7 : Tampilan Pendapatan Bulanan hasil dari pengisian yang di input 

dari rincian pendapatan harian 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

11. Klik tombol rekap, maka hasil rekapan penghasilan bulanan akan 

secara langsung terisi otomatis dan jumlah pajak bulanan sudah 

langsung diketahui. Setalah itu kembali ke menu utama dengan klik 

tombol menu. 

Gambar 2.8 : Tampilan Perhitungan Pajak yang harus dibayar dan batas tanggal 

pembayaran 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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12. Dalam melakukan pembayaran pajak, dibayar melalui Bank namun 

sebelum bayar harus dibuat kode billing pembayaran. 

13. Klik tombol lampiran, maka hasil rekapan penghasilan bulanan akan 

secara langsung terisi otomatis. Akan tetapi sebelum itu perlu 

diingatkan mengisi secara manual untuk kode norma. Setalah itu 

kembali ke menu utama dengan klik tombol menu. 

Gambar 2.9 : Tampilan Lampiran yang akan di laporkan bersama dengan SPT 
Induk 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

3. Cara penyetoran Pajak UMKM 

a) Pembuatan kode Billing melalui e-billing dari situs djp online, kode 

billing ini berguna sebagai kode pembayaran pajak untuk UMKM. 
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b) Pada menu e-billing, untuk entry kode jenis pajak, masukkan kode 411 

128, sedangkan untuk kode jenis setoran 420. 

c) Setelah mendapatkan kode pembayaran dari e-billing, lakukan 

pembayaran pajak melalui ATM maupun Internet Banking, atau bisa 

juga datang langsung ke teller. 

Gambar 2.10 : Brosur Pembuatan Kode Billing 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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Gambar 2.11 : Brosur Pembayaran Pajak setalah pembuatan kode billing 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

4. Pelaporan Pajak dengan ESPT 

1) Pada saat membuka aplikasi ESPT maka akan muncul tampilan seperti 

gambar dibawah ini, kemudian klik menu untuk melakukan pengisian 

identitas WP. 
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Gambar 2.12 : Tampilan awal aplikasi ESPT 

 

Sumber : Data Olahan 2019 

2) Setelah itu akan muncul tampilan untuk melakukan pengisian identias 

WP mulai dari memasukkan NPWP, Nama WP, memasukan jenis 

usaha/pekerjaan, periode pembukuan sampai dengan mengisi bagian-

bagian yang penting dalam membuat profil WP kemudian kllik simpan. 

           Gambar 2.13 : Profil Wajib Pajak 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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3) Klik SPT kemudian klik buat SPT Baru dan akan muncul tampilan 

seperti dibawah ini kemudian pilih SPT Tahunan OP 1770 lalu klik ok  

Gambar 2.14 : Pembuatan data SPT baru yang berhasil 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

4) Lalu setelah itu klik daftar pembayaran Pajak 

Gambar 2.15 : SPT untuk memilih daftar pembayaran 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

5) Kemudian setelah di klik data pembayaran maka WP akan melakukan 

pengisian  pendapatan bruto yang dimiliki selama setahun dan di input 
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data penghasilan perbulan satu persatu. Kolom dalam form tersebut 

harus di isi lengkap lalu klik simpan dan langkah ini diulang sampai 

dengan data penghasilan menjadi satu tahun. 

Gambar 2.16 : Pengisian daftar pembayaran 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

6) Setelah diisi semua data pembayaran pajak dari penghasilan bruto 

selama satu tahun maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah 

ini, kemudian klik symbol kali yang ada di dalam daftar pembayaran 

untuk melanjutkan pada langkah berikutnya. 

Gambar 2.17 : Hasil dari daftar pembayaran yang telah di input setahun 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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7) Lalu klilk SPT kemudian pillih lampiran IV A ini untuk mengisi harta 

yang dimiliki oleh WP  

Gambar 2.18 : Bagian A Lampiran IV 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

8) Kemudian klik bagian B pada lampiran IV untuk mengisi daftar utang 

yang dimiliki oleh WP 

Gambar 2.19 : Bagian B lampiran IV 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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9) Lalu pada bagian C di lampiran IV diidi daftar susunan anggota 

keluarga dari WP 

Gambar 2.20 : Bagian C lampiran IV 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

10) Setelah mengisi lampiran IV, klik simpan dan masuk Lagi dalam menu 

SPT kemudian pilih lampiran III dan akan masuk pada bagian A itu 

merupakan penghasilan yang dikenai pajak final seperti pajak yang ada 

dalam Warung Makan Tilla dan hasil penghasilan final telah terisi 

sendiri dengan otomatisasi karena sebelumnya telah mengisi daftar 

pajak yang dibayar lalu klik simpan. 
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Gambar 2.21 : Bagian A lampiran III 

Sumber : Data Olahan 2019 

11) Kemudian klik bagian B dan C pada lampiran III untuk mengisi 

penghasilan yang bukan objek pajak yang dimmiliki oleh WP jika ada 

Gambar 2.22 : Bagian B dan C lampiran III 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

12) Lalu kemudian setelah itu masuk dalam SPT dan pilih lampiran II untuk 

mengisi pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain jika ada kalau 

tidak ada maka langkah ini hanya dilewati, lalu klik simpan. 
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Gambar 2.23 : Lampiran II 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

13) Kemudian masuk SPT dan pilih lampiran I bagian B. pada bagian ini 

untuk mengisi penghasilan neto usaha dari WP yang menjalankan 

Pembukuan, lalu klik simpan. 

Gambar 2.24 : Bagian B lampiran I 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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14) Lalu klik bagian C yang ada dalam lampiran I, bagian ini untuk mengisi 

penghasilan neto dari pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri dan 

setelah itu klik simpan. 

Gambar 2.25 : Bagian C lampiran I 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

15) Klik bagian D pada lampiran I pada bagian ini dilakukan pengisian 

penghasilan neto dalam negeri lainnya dari WP jika ada lalu klik 

simpan. 
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Gambar 2.26 : Bagian D lampiran I 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

16) Setelah itu klik kembali dan masuk pada SPT kemudian pilih SPT Induk 

Gambar 2.27 : Membuka form Induk SPT 1770 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

17) Setelah masuk di dalam Induk yang pertama akan dilakukan pengisian 

identitas dimulai dari pengisian NPWP sampai dengan pengisian status 

dari WP lalu kilk simpan. 
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Gambar 2.28 : Identirtas WP dalam SPT Induk 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

18) Kemudian di lanjutkan pada pengisisan di bagian A utnuk mengisi 

penghasilan neto luar negeri jika ada lalu kilk simpan 

Gambar 2.29 : Bagian A SPT Induk 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

19) Klik bagian B yang ada di dalam induk untuk mengisi PKP dari WP 
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Gambar 2.30 : Bagian B SPT Induk 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

20) Klik bagian C untuk mengisi PPh terutang dari WP jika ada kemudian 

klik simpan 

Gambar 2.31 : Bagian C SPT Induk 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

21) Klik bagian D untuk pengisian kredit pajak yang dimiliki oleh WP jika 

ada kemudian di simpan 
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Gambar 2.32 : Bagian D SPT Induk 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

22) Klik bagian E dibagian ini akan terlihat pajak yang dibayarkan lebih 

atau kurang bayar kalau nihil kemudian simpan untuk lanjut ke bagian 

berikutnya. 

Gambar 2.33 : Bagian E SPT Induk 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

23) Klik bagian F untuk besaran angsuran PPh Pasal 25 berikutnya jika ada, 

lalu klik simpan kemudian selanjutnya. 
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Gambar 2.34 : Bagian F SPT Induk 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

24) Klik bagian G untuk memilih lampiran yang akan WP masukan, dalam 

hal ini UMKM Warung makan Tilla hanya melampirkan daftar jumlah 

penghasilan bruto kemudian klik simpan dan selanjutnya. 

Gambar 2.35 : Bagian G SPT Induk 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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25) Klik kuasa form ini berisi pernyataan bahwa sebelum SPT yang akan di 

laporkan oleh UMK Warung Makan Tilla sudah benar dan sesuai 

kemudian pilih wajib pajak lalu klik simpan. 

Gambar 2.36 : Bagian Kuasa SPT Induk 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

26) Klik lapor SPT dalam menu ini terdapat dua pilihan langsung memilih 

lapor data SPT ke KPP dengan system Online menggunakan CSV atau 

memilih untuk mencetak kemudian di laporkan secara manual dapat 

dilihat dari gambar dibawah ini 

                                     Gambar 2.37 : Lapor SPT 

 
Sumber : Data Olahan 2019 
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Gambar 2.38 : Cetak formulir SPT 

 
Sumber : Data Olahan 2019 

27) SPT UMKM Warung Makan Tilla di laporkan dengan menggunakan 

Online dengan mengirimkan formulir dalam bentuk CSV. 

Gambar 2.39 : Lapor SPT ke dalam file CSV untuk dilaporkan 

 
Sumber : Data olahan 2019


